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Abstrak

Aplikasi elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) adalah program digitalisasi pertanian di
Provinsi Lampung sejak tahun 2020, demi memudahkan akses kebutuhan petani. Dalam
mengoptimalkan manfaat dari sumber daya petani, mekanisme struktural dan relasional
penguasaan teknologi, modal, tenaga kerja, pengetahuan dan otoritas adalah sarana memediasi
dan menentukan efektifitas aplikasi e-KPB. Penelitian kualitatif ini, adalah kajian bagaimana akses
teknologi aplikasi e-KPB ini dapat mengoptimalkan manfaat atas sumber daya petani. Hasil
penelitian menunjukkan aplikasi e-KPB sebagai mekanisme kontrol akses, secara struktural
menjauhkan akses sebagian petani Lampung atas kebutuhan petani (pupuk, bibit, modal,
pendampingan, teknologi, dan pemasaran). Petani menghadapi tantangan dalam hubungan
timbal balik antar mekanisme struktural dalam penggunaan aplikasi terkait penerimaan,
keterbatasan jaringan internet dan listrik, ketenagakerjaan terkait tingkat pendidikan, usia,
keterbatasan informasi dan pengetahuan, dan keterampilan, serta penghormatan pemerintah
terhadap otoritas petani atas sumber dayanya. Meskipun demikian, terdapat konstelasi
kekuasaan petani, kelompok tani dan penyuluh pertanian dalam mengendalikan peluang
kebermanfaatan aplikasi ini.

Kata kunci: adaptasi petani, akses hak petani, aplikasi digitalisasi pertanian, otoritas
pembangunan pertanian

Agricultural Digitalisation: Farmers’ Access To Kartu Petani Berjaya (E-Kpb) Application In
Lampung Province, Indonesia

Abstract

The Kartu Petani Berjaya (e-KPB) electronic application is an agricultural digitisation
programme in Lampung Province that has been in place since 2020, designed to facilitate farmers’
access to their needs. In optimising the benefits of farmers’ resources, the structural and relational
mechanisms governing the control of technology, capital, labour, knowledge and authority serve as
mediators and determine the effectiveness of the e-KPB application. This qualitative study examines
how access to the e-KPB application’s technology can optimise the benefits derived from farmers’
resources. The findings indicate that the e-KPB application, as an access control mechanism,
structurally excludes some farmers in Lampung from accessing their essential needs (fertiliser, seeds,
capital, guidance, technology, and marketing). Farmers face challenges in the reciprocal
relationships between structural mechanisms in the use of the application, relating to acceptance,
limitations in internet and electricity access, labour issues linked to educational levels, age,
limitations in information and knowledge, and skills, as well as the government’s respect for farmers’
authority over their own resources. Nevertheless, there is a constellation of power among farmers,
farmers’ groups and agricultural extension workers in controlling the opportunities for the beneficial
use of these applications.
Keywords: farmer adaptation, farmers’ access to rights, digital applications for agriculture,
agricultural development authorities
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PENDAHULUAN menyumbang 29,73 %, tahun 2022
Kedaulatan = pangan  berkaitan sebanyak 27,88 %, tahun 2024 sebanyak

dengan hak dan akses petani terhadap
sumber daya pertanian mencakup lahan,
air, sarana produksi, teknologi,
pemasaran, serta konsumsi (Syahyuti
dkk,. 2015). Provinsi Lampung menjadi
salah satu provinsi yang dimandatkan
memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Sektor  pertanian, kehutanan dan
perikanan  menjadi sumber  mata
pencaharian andalan bagi sebagian besar
penduduknya, yaitu sebanyak 43 % dari
angkatan kerja yang berjumlah 4.284.320
orang (BPS Keadaan Ketenagakerjaan
Provinsi Lampung Agustus 2022).

Sejak tahun 2022 dibandingkan
tahun 2021, luas panen padi mengalami
kenaikan 5,86 % (28,68 ribu hektar)
sehingga mencapai luas panen sekitar
518,26 ribu hektar. Selanjutnya, produksi
padi sebesar 2,69 juta ton GKG (gabah
kering giling) mengalami kenaikan 8,16 %
(202,71 ribu ton). Produksi beras pada
2022 untuk konsumsi pangan penduduk
mencapai 1,55 juta ton, mengalami
kenaikan 8,16 % (116,53 ribu ton)
dibandingkan produksi beras di 2021
yang sebesar 1,43 juta ton (Badan Pusat
Statistik Provinsi Lampung, 2023).

Pada tahun 2022, rata-rata NTP
(Nilai Tukar Petani) Provinsi Lampung
meningkat 3,03 % dibandingkan tahun
2021. Penyebab peningkatan NTP adalah
kenaikan indeks harga yang diterima
petani (7,99 %) lebih tinggi dibandingkan
indeks harga yang dibayar petani (2,11
%). Indeks NTP Provinsi Lampung di awal
tahun 2022 bernilai 106,85 berfluktuatif
dengan indeks tertingginya mencapai
108,43 di bulan Maret 2022 (BPS Provinsi
Lampung, 2023).

Namun, tercatat capaian sektor
pertanian, bersama kehutanan dan
perikanan, pada tahun 2020 masih

26,21 % pada produk domestik regional
bruto-PDRB Lampung (Lampung.bps.go.
id). Selain itu, belum  mampu
mendongkrak angka kemiskinan. Justru,
terdapat peningkatan prosentase
kemiskinan pada suatu periode. Pada
tahun 2020, meningkat dari 12,34 %
menjadi 12,62 % pada tahun 2021 (BPS
Provinsi Lampung, 2023).

Upaya meningkatkan produktivitas,
keuntungan usaha tani dan peningkatan
NTP, maka Pemerintah Provinsi Lampung
meluncurkan program aplikasi elektronik
Kartu Petani Berjaya/e-KPB (Dinastph.
Lampung prov. go.id). Wujud digitalisasi
pertanian tersebut sebagai program
prioritas Provinsi Lampung,
berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor
9 Tahun 2020. Aplikasi e-KPB yang
dirintis sejak tahun 2020 ini, memiliki
sistem kerja yaitu perencanaan kebutuhan
tanam, jadwal tanam, biaya kegiatan,
keuntungan petani, dan laporan usaha,
serta bahan pertimbangan kelayakan
memeroleh modal dari perbankan (Ekon.
go. id. 2021).

Manfaat aplikasi e-KPB adalah:
mudah dalam mengakses modal, asuransi
usaha, bantuan sosial seperti beasiswa
anak petani; kepastian pemasaran hasil
panen dengan harga terbaik;
pendampingan pada budidaya, teknologi
dan hilirisasi; informasi laporan keuangan
usaha dan rekomendasi teknologi;
kepastian ketersediaan pupuk, benih,
obat-obatan bagi tanaman pangan,
perkebunan, peternakan dan perikanan,
baik subsidi maupun non subsidi
(Ekon.go.id., 2021).

Penelitian sebelumnya mengenai
digitalisasi pembangunan pertanian telah
dilakukan, baik pada sisi dukungan dan
kritik. Penelitian Ingram, ]., & Maye, D.
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(2020) mengungkapkan bahwa teknologi
digital pertanian bergerak menuju
keberlanjutan pengelolaan sumber daya

pertanian dan sumber daya alam
berdasarkan nilai moral, sehingga
mendukung pemenuhan  perubahan

kebutuhan manusia (Sitti Arwati, S. P,
2018). Pertanian berkelanjutan adalah
akses dan hak petani atas air, ekosistem,
keanekaragaman hayati, benih, jenis
tanaman dan tanah yang memadai dan
aman bagi lingkungan (Anderson, C. R,
dkk., 2021).

Pendekatan teknologi digital adalah
penciptaan lingkungan yang mengaitkan
semua elemen (Braun, A. T., dkk., 2018).

Kajian Alta, A. dkk. (2023) bahwa
pemanfaatan teknologi digital secara
struktural mentransformasikan sektor

pertanian menjadi sistem inklusif, efisien,
berkelanjutan, dan bertransformasi ke
arah sektor produktif di luar pertanian.

Penelitian Luckyardj, S., Hurriyati, R.,
& Dirgantari, P. D. (2021) mengenai
penggunaan TIK Customer Relationship
Management  (e-CRM),  mengungkap
bahwa teknologi tersebut dianggap
bermanfaat bagi petani, agar memiliki
keunggulan bersaing dalam pemasaran.

Penelitian Hani, U, dkk. (2024)
menunjukkan bahwa penerapan program
kartu tani di Kabupaten Jepara mengalami
kendala  karena  distribusi  pupuk
bersubsidi belum terselesaikan dengan
baik, karena tidak terserap dengan
optimal, sehingga merugikan bagi petani.
Di balik program kartu petani, sebenarnya
ada persoalan lebih krusial untuk segera
diatasi. Pada sisi lain, teknologi dan
inovasi digital ini seringkali tidak diadopsi
dengan segera, sepenuhnya, atau tidak
sama sekali oleh populasi petani (Kenny &
Regan, 2021).

Selanjutnya, penelitian Nurhayati,
N., & Rahman, A. (2023) menyatakan

bahwa tata kelola kolaborasi institusi
layanan publik, banyak menyinggung
penerapan faktor teknologi yang masih
minim diteliti. Sementara itu, Bronson
(2019) menyatakan bahwa pendekatan
penelitian yang memandu transisi
pertanian digital sangat dibutuhkan,
untuk memberikan manfaat peningkatan
produktivitas dan/atau ekoefisiensi bagi
pengguna akhir dan pemangku
kepentingan. Termasuk, penelitian yang
mempertimbangkan faktor usia petani,
pendidikan, = kemampuan digital dan
konektivitas, kesesuaian teknologi bagi
pertanian, keuntungan secara ekonomi,
kedekatan dengan vendor (smart farming-
SF), biaya tinggi, defisit teknologi dan
infrastruktur yang memengaruhi
keterlibatan petani dengan teknologi baru
(Kenny & Regan, 2021).

Penelitian digitalisasi pertanian
membutuhkan pengembangan dari sisi
literatur ilmu sosial seperti pendekatan
sosial, ekonomi, dan kelembagaan,
diantaranya dimensi kritis yang meneliti
dampaknya terhadap manusia. Maka,
rumusan masalah adalah “bagaimana
aplikasi Kartu Petani Berjaya (aplikasi e-
KPB) mengoptimalkan manfaat sumber
daya petani, di Provinsi Lampung?”.
Tujuan  penelitian ini, mengetahui
dinamika  akses petani terhadap
digitalisasi pembangunan pertanian,
sehingga dapat memeroleh manfaat atas
sumber daya yang dimiliki, bukan untuk
mengeksplorasi  ketercapaian  tujuan
program. Penelitian ini sebagai analisa
dampak secara mikro pada induvidu
petani, atas pelaksanaan program aplikasi
e-KPB.

Penelitian sebelumnya sebagian
besar mengkaji secara makro, bagaimana
digitalisasi pertanian berdampak pada
pembangunan. Penelitian ini diharapkan
dapat mengungkap kompleksitas
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persoalan sebenarnya bagi induvidu
petani atas usaha pertaniannya. Pada
akhirnya, hasil penelitian menjadi bahan
rekomendasi bagi pemerintah atas
kebijakan digitalisasi pertanian.

Peneliti dalam upaya menjawab
rumusan masalah, maka menggunakan
teori akses Ribot & Peluso (2003). Akses
adalah sebagai kemampuan memeroleh
manfaat dari berbagai sumber daya
berupa objek material, orang, institusi,
dan simbol. Mekanismenya berwujud
proses dan hubungan akses. Pertama
adalah akses berlandaskan hak yang sah
menurut undang-undang, kebiasaan atau
konvensi. Kedua, faktor-faktor mekanisme
akses struktural dan relasional, adalah
ketersediaan teknologi, modal, pasar,
tenaga kerja, pengetahuan, otoritas,
identitas dan hubungan sosial. Faktor-
faktor mekanisme akses struktural dan
relasional adalah saling terhubung dan
beroperasi secara paralel dengan
mekanisme akses berbasis hak. Maka,
keunggulan teori ini, berupa dinamika
digitalisasi pertanian, untuk mengungkap
kompleksitas akses aplikasi e-KPB, dalam
memeroleh manfaat, mengendalikan, dan
mempertahankan keberadaannya.

Akses berbasis hak pada hukum,
adalah kemampuan memeroleh manfaat
dari hak berbasis hukum, adat, atau
konvensi, yang disebut sebagai properti.
Sarana akses berbasis hak melibatkan
institusi politik seperti negara, atau
pemerintah yang menegakkan klaim
kepemilikan hak milik atau akta properti
riil serta izin dan lisensi. Orang yang tidak
memiliki hak mendatangi pemegang hak
demi memeroleh atau mempertahankan
akses, dengan membayar biaya. Hak milik
membentuk hubungan di antara orang-
orang yang berhubungan dengan arus
manfaat (Ribot & Peluso, 2003).

Mekanisme akses struktural dan
relasional adalah upaya memperoleh
manfaat berupa Kkesejahteraan dari
sumber daya yang dimiliki. Kepemilikan
hak mengakses sumber daya berbasis hak
secara hukum, belum tentu memiliki
kemampuan mengakses manfaat secara
maksimal dalam penggunaan sumber
daya demi kesejahteraan, karena
kurangnya mekanisme struktural dan
relasional yang terkait teknologi,
pengetahuan, dan otoritas (Mutea, E., dkk,,
2020).

Akses ke teknologi mengontrol akses
ke sumber daya. Sumber daya tidak dapat
diekstraksi tanpa menggunakan alat atau
teknologi. Teknologi maju mendukung
maksimalisasi akses manfaat sumber
daya, dan dapat menentukan siapa yang
memeroleh manfaat dari sumber daya
(Ribot & Peluso, 2003).

Faktor otoritas dalam teori ini
terkait dengan kemampuan aktor untuk
mengontrol  akses  tersebut, yang
merupakan bentuk kekuasaan yang dapat
dibentuk oleh konteks politik ekonomi.
Menurut Heywood, A., & Chin, C. (2023)
otoritas didasarkan atas persetujuan yang

diperintah. Selanjutnya, faktor
pengetahuan merupakan kemampuan
aktor memanfaatkan pengetahuan

(pengetahuan lokal, ilmu pengetahuan,
informasi, atau keterampilan) dalam
mengakses sumber daya.

METODE
Penelitian menggunakan metode
kualitatif —deskriptif, menggambarkan

fenomena akses manfaat bagi petani dari
penerapan aplikasi e-KPB. Pertama,
peneliti mendeskripsikan tentang akses
manfaat berbasis hak pada hukum, yang
membutuhkan elaborasi tatanan hukum
klaim kepemilikan sumber daya petani.
Kedua, mendeskripsikan upaya
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memperoleh manfaat aplikasi e-KPB,
melalui mekanisme akses struktural dan
relasional, yaitu teknologi, pengetahuan,
dan otoritas.

Penelitian menggunakan teknik
pengambilan data dari = dokumen
pemerintah, berbagai berita online dan
website pemerintah, serta wawancara.
Wawancara informan dengan jumlah
sesuai kecukupan data, dan representasi
dari sisi geografis petani. Lokasi penelitian
pada wilayah dengan jumlah petani dan
keanggotaan e-KPB terbanyak,
berdasarkan data Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
tahun 2021 (lihat gambar1.).

Gambar 1. Jumlah anggota aplikasi e-KPB
tahun 2021

PETANI TERREGRISTRASI APLIKASI E-KPB (%)
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Sumber: Biro Perekonomian Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.
Pada gambar 1 menunjukkan empat
kabupaten dengan jumlah petani
terregristrasi aplikasi e-KPB terbanyak
yaitu Kabupaten Pringsewu (15,98 %),
Lampung Selatan (14,56%), Lampung
Timur (13,77%) dan Lampung Tengah
(9,92%). Sementara dari data Sistem

Informasi Manajemen Penyuluhan
Pertanian per 14 Januari 2023 diketahui
bahwa jumlah petani terbanyak ada di
Lampung Selatan, Lampung Timur,
Lampung Tengah, Tanggamus, dan
Lampung Utara.

Lokasi penelitian empat kabupaten
yaitu Pringsewu, Lampung Selatan,
Lampung Timur dan Lampung Tengah.
Kriteria informan yaitu ketua dan anggota
kelompok tani, anggota dan Kketua
gabungan kelompok tani (gapoktan),
anggota dan ketua kelompok wanita tani
(KWT),  peneliti memastikan bahwa
masing-masing lokasi diwakili oleh 8-10
informan petani dan secara keseluruhan 4
penyuluh pertanian lapangan (PPL),
sudah mencapai kecukupan data.

Analisis data dalam penelitian
pertama, mengumpulkan data  yang
relevan dari wawancara, dan dokumen.
Data yang sesuai dengan tujuan dan
rumusan masalah penelitian adalah aspek
kebijakan aplikasi e-KPB, hak kepemilikan
petani, kemampuannya dalam mengakses
manfaat aplikasi e-KPB yang memudahkan
petani dalam usaha pertaniannya. Kedua,
mereduksi data, yaitu proses memilah
data yang diperlukan, mengenai kebijakan
aplikasi e-KPB, hak kepemilikan petani,

kemampuannya dalam mengakses
manfaat dari aplikasi e-KPB. Ketiga,
pengodean pada frasa kunci, yang

mengorganisir data agar lebih mudah
untuk dianalisis, yaitu data-data terkait
kebijakan diorganisir dalam sub bahasan

berjudul “Aplikasi e-KPB  untuk
Memecahkan Persoalan Petani”, “Hak
Kepemilikan Petani”, dan sub bab
“Mekanisme Struktural dan Relasional”.
Keempat, menginterpretasi dan
menjelaskan pola dan tema, yang
menggambarkan  temuan  penelitian,
hingga berakhir pada penyusunan
kesimpulan.
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Penelitian dilaksanakan sejak Juni-
Desember tahun 2023. Instrumen inti
adalah capaian akses hak menjadi anggota
aplikasi e-KPB, akses informasi
pemahaman mengenai aplikasi e-KPB dan
cara menggunakannya, serta akses
otoritas petani. Data berupa informasi
baik berupa kebijakan pemerintah dan
pengalaman-pengalaman petani
mengenai tiga akses tersebut saling terkait
satu sama lain sehingga dapat
menjelaskan tentang mekanisme
struktural dan relasional serta mekanisme
berbasis hak, dan petani dalam
mendapatkan manfaat dari sumber daya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Aplikasi e-KPB untuk Memecahkan
Persoalan Petani

Lampung mempunyai potensi di
sektor pertanian, peternakan, dan
kelautan (diskominfotik.Lampungprov.go.
id, 2022). Masyarakat perdesaan,
sebagian besar sekitar 70 %, bekerja di
sektor pertanian. Maka, aplikasi e-KPB
menjadi program pilihan pemerintah
dalam pembangunan sektor pertanian
untuk meningkatkan produktivitas dan
kesejahteraan petani.

Peluncuran aplikasi e-KPB pada 6
Oktober 2020 di Desa Tempuran,
Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.
Digitalisasi pembangunan menjadi trend
saat itu, agar aktifitas layanan pemerintah
tetap terlaksana meskipun Kkondisi
darurat pandemi Covid-19. Aplikasi ini,
diterapkan bagi tanaman pangan,
hortikultura, kehutanan, perkebunan, dan
perikanan (biroadpim.Lampungprov.go.

id, 2023).
Agenda program Kkerja utama
Pemerintah  Provinsi Lampung ini,

berkaitan dengan pertanian berjaya yang
dipertegas dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Lampung 2019-2024. Selain itu,
berlandaskan Peraturan Presiden No. 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE).

Bagi pemerintah, aplikasi e-KPB
sebagai teknologi yang memudahkan
petani menyelesaikan  persoalannya.
Persoalan petani tersebut adalah
kelangkaan pupuk, akses modal,
manajemen resiko usaha tani masih
lemah, pemahaman terhadap jaminan
sosial kecelakaan kerja masih rendah,
serta pendidikan anak petani berprestasi
belum terjamin (youtube/5KQov_Hmbhs],
2023). Selain itu, hama penyakit dan
keterbatasan pengairan irigasi
(wawancara petani pada tahun 2023).
Fenomena yang terjadi, diantaranya
adalah dari kebutuhan 24 juta ton pupuk
petani Lampung, subsidi hanya 9 juta ton
(m.lampost.co., 2023). Fenomena lainnya,
adalah tindakan pelanggaran hukum
dalam penyaluran pupuk subsidi, konflik
agraria berupa klaim sepihak oknum
terhadap lahan pertanian, dan petani sulit
mengakses modal perbankan, karena
sudah memiliki kredit sebelumnya
(lampung.tribunnews. com, 2022).

Oleh sebab itu, aplikasi e-KPB hadir
dengan 14 fitur, yang memberikan
jaminan kepastian usaha, ketersediaan
sarana produksi dan teknologi,
pendampingan usaha dan manajemen
risiko, jadwal tanam air irigasi,
penanganan panen dan pasca panen, serta
pemasaran  hasil usaha pertanian
(www.kpb.Lampung prov.go.id, 2022).

Aplikasi e-KPB mempertemukan
berbagai kepentingan pertanian. Tim
Percepatan Implementasi e-KPB Provinsi
Lampung melibatkan pemerintah,
perguruan tinggi, produsen, distributor
dan pengecer pupuk, asuransi, perbankan,
supplier, petani dan pembeli.
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B. Akses Petani
Hak Kepemilikan Petani

Peneliti membahas akses petani dari
aspek kemampuan memperoleh manfaat
dari hak kepemilikan petani yang sah.
Dalam hal ini, petani sangat tergantung
kepada sumber daya lahannya. Atas
kepemilikan lahan, petani memeroleh
manfaat berupa pengelolaan, pendapatan
dan sejumlah hak program bantuan dari
pemerintah. Luas lahan pertanian
seharusnya memberi kontribusi positif
bagi petani. Akte kepemilikan lahan
pertanian dan bukti sewa tanah menjadi
peluang bergabung pada kelompok tani,
menjadi bagian dari kelompok tani adalah
lisensi mendapatkan pupuk subsidi.

Kriteria memperoleh pupuk subsidi
adalah merujuk pada Peraturan Menteri
Pertanian No. 10 tahun  2022.
Pendistribusian pupuk subsidi bagi petani
adalah pemilik lahan paling luas 2 hektar,
dan setiap musim tanam yang diutamakan
petani kecil dengan lahan paling luas 0,5
hektar. Komoditas yang menjadi prioritas
pupuk subsidi adalah pada tanaman

pangan yaitu padi, jagung, kedelai.
Hortikultura yaitu komoditas cabai,
bawang merah, bawang putih.

Perkebunan yaitu komoditas kopi, tebu
rakyat, kakao.

Jatah pupuk subsidi setiap petani
menyesuaikan luas lahan dan merujuk
pada aturan yang ada. Keterbatasan
pupuk  subsidi  berdampak  pada
kebutuhan pupuk yang tidak terpenuhi,
sehingga petani harus memenuhinya
dengan membeli pupuk non subsidi.
Apabila pupuk terbatas pada saat masa
tanam, maka menurut petani padi
Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah,
terpaksa membeli jatah pupuk milik
perkebunan. Petani yang terdata dalam e-
RDKK  (elektronik-Rencana  Definitif

Kebutuhan Kelompok Tani), secara
otomatis adalah anggota program aplikasi
e-KPB. Petani regristasi aplikasi e-KPB
pada android dengan menggunakan NIK
(Nomor Induk Kependudukan) dan
password sudah dapat menggunakan
aplikasi e-KPB sesuai kebutuhan, misal
penebusan pupuk subsidi dan non subsidi.
Pengakuan pemerintah secara sah
atas kepemilikan sumber daya lahan,
memberikan peluang petani menjadi
anggota kelompok tani, kemudian secara
otomatis menjadi anggota aplikasi e-KPB.
Anggota aplikasi e-KPB dapat mengakses
manfaat atas sumber daya lahannya, dari
kemampuan mengakses sarana pupuk
subsidi, bibit, akses modal, akses pasar,
pendampingan, dan sebagainya.

Mekanisme Struktural dan Relasional

Berdasarkan uraian teori yang telah
disampaikan pada bagian pengantar
artikel ini, bahwa akses aplikasi e-KPB
dianggap  sebagai  teknologi  yang
mengekstraksi sumber daya sehingga
menguntungkan petani. Namun, yang
perlu disadari bahwa teknologi ini juga
menentukan siapa yang memeroleh
manfaat dari sumber daya.

Pada penerapan aplikasi e-KPB
dipengaruhi  bekerjanya  mekanisme
struktural  relasional. Pada  faktor

penggunaan teknologi, respon terhadap
aplikasi e-KPB beragam. Koordinator
penyuluh pertanian (wawancara pada 11
Agustus  2023) menyatakan petani
merasa sulit dalam menggunakan aplikasi
e-KPB dan menganggap aplikasi tersebut
belum membantu usaha petani. Selain itu,
sebagian petani tidak mempunyai
smartphone, dan Kketerbatasan sumber
daya manusia untuk mengakses teknologi
berbasis internet. Bahkan ada petani, yang
mengeluh masih susah sinyal internet dan
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listrik di wilayahnya, sehingga menjadi
halangan menggunakan aplikasi e-KPB.

Pada akhirnya, kelompok tani
maupun gapoktan berinisiatif
mendampingi cara menggunakan aplikasi
e-KPB, bahkan menyediakan petugas
admin  khusus untuk  menangani
penggunaan aplikasi e-KPB khusus untuk
penebusan  pupuk subsidi (Ketua
Gapoktan Kecamatan Kota Gajah Lampung
Tengah EP, wawancara 11 Juni 2023).

Koordinator penyuluh pertanian
(wawancara 11 Agustus 2023)
menyatakan bahwa ada masyarakat yang
memiliki smartphone, namun belum ingin
mendownload aplikasi e-KPB, ataupun
hanya mendownload saja tapi belum
menggunakan secara mandiri.

“Saya masyarakat awam yang
terbantu  sekali dengan pengurus
kelompok tani. Saya hanya menyerahkan
fotokopi KTP. Mereka yang membantu

untuk mengurus kebutuhan pupuk,
berapa sak dan sebagainya” (Petani
perempuan Kecamatan Srikaton

Pringsewu ES, wawancara pada 19 Juni
2023).

Sementara itu, respon bagi ketua
gapoktan (gabungan Kkelompok tani)
bahwa program aplikasi e-KPB menambah
beban kerja administrasi. Ketua gapoktan
di Lampung Tengah EP (wawancara pada
11 Juni 2023) merasa aplikasi e-KPB
menjadi beban tambahan pekerjaan
administrasi. Padahal, menurut dia sudah
ada sistem administrasi sebelumnya, yang
sudah dipahami dan dianggap mudah bagi
kelompok tani.

“Kalau saya lebih mudah yang dulu.
Dulu saya hanya perlu menyusun RDKK
(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
red.) lalu mengirim proposal ke pengecer,
lalu  pembayaran, sudah  selesai,
selanjutnya pupuk dikirim ke rumah.
Justru, setelah adanya program ini

(aplikasi e-KPB red) malah timbul
masalah, seperti di Pringsewu, saya harus
melakukan beberapa kali rapat dan
berulangkali mengganti pengecer” (UY
Ketua  Kelompok Tani Gadingrejo
Pringsewu, wawancara pada 16 Juni
2023).

Sebagian besar informan petani,
hanya mengetahui program ini sekedar
untuk penebusan pupuk, dan belum
mengetahui cara memanfaatkan fitur
lainnya. Penggunaan aplikasi e-KPB pun
baru sebatas fitur penebusan pupuk.
Petani Kecamatan Gadingrejo Pringsewu
UY (wawancara pada 16 Juni 2023)
mengakui hal tersebut. Petani Kecamatan
Srikaton Pringsewu SN (wawancara pada
19 Juni 2023) mengungkap pemanfaatan
fitur aplikasi e-KPB baru untuk penebusan
pupuk yang per tahunnya ada 2 kali. Ketua
Gapoktan di Lampung Tengah EP
(wawancara pada 11 Juni 2023)
mengungkap pemanfaatan aplikasi e-KPB
baru pada penebusan pupuk, baru satu
musim tanam dan sedang berproses untuk
musim tanam kedua.

Pada faktor tenaga kerja, dari sisi
usia, berdasarkan data identitas 28
informan penelitian ini, adalah berada
pada usia 45 tahun lebih. Koordinator
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
Lampung pada wawancara 25 Agustus
2023 menyatakan bahwa kendala
penerimaan teknologi baru adalah faktor
usia petani yang sebagian besar adalah
lebih dari 40 tahun. Informan dari
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah menyebut sebagian besar petani
padi di wilayahnya berada pada usia lebih
dari 45 tahun. Kondisi usia ini dikaitkan
dengan perilaku gagap teknologi, tidak
memiliki motivasi mengakses, sudah
diajarkan cara penggunaan berulang kali
tetapi lupa lagi, menganggap teknologi
ribet, dan hanya menambah pekerjaan
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diantara kesibukan bertani yang sudah
menyita waktu.

Kondisi tenaga kerja dapat juga
dilihat dari tingkat pendidikan. Tingkat
pendidikan ini memberikan kemampuan
beradaptasi dengan teknologi baru secara
cepat. Pendidikan tertinggi penduduk
yang bekerja pada sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan tahun 2021
sebagian besar yaitu 1 juta lebih petani
berpendidikan akhir sekolah dasar (SD)
(BPS Provinsi Lampung 2022).
Selanjutnya, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Provinsi Lampung adalah
69,90 (tahun 2021), meningkat 70,45
(tahun 2022) dan 71,15 (tahun 2023),
yang masih rendah dibanding rata-rata
nasional.

Pada faktor pengetahuan, bahwa ada
upaya pemerintah untuk meningkatkan
pengetahuan petani mengenai program,
tujuan program dan penggunaan aplikasi
e-KPB. Upaya pemerintah tersebut,
melalui sosialisasi dan bimbingan teknik
aplikasi e-KPB. Dua kegiatan ini dilakukan
secara aktif sejak awal tahun 2021. Hingga

akhir tahun 2023, sosialisasi telah
menjangkau 15 kota/kabupaten di
Provinsi Lampung. Sosialisasi telah

dilakukan menyeluruh hampir di semua
kecamatan. Tim aplikasi e-KPB melibatkan
mahasiswa untuk sosialisasi aplikasi e-
KPB. Keterlibatan mahasiswa ini karena
jumlah PNS penyuluh terbatas yaitu hanya
800 orang di Lampung
(www.kpb.lampungprov.go. id., 2023).
Sosialisasi aplikasi e-KPB ditujukan
kepada petani, kelompok tani, gapoktan
penyuluh pertanian, petugas dinas
pertanian, distributor pupuk, pengecer,
pemilik kios kecamatan, karang taruna,
kepala desa, dan kelompok wanita tani
(KWT). Dari petani yang diwawancara
diperoleh beragam informasi mengenai
sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi

e-KPB, terdapat petani yang sudah dan
belum pernah  mendapat sosialisasi.
Sosialisasi pun hanya melibatkan
perwakilan gapoktan maupun kelompok
tani, sehingga belum menjangkau secara
langsung kepada induvidu petani.

Sebagian besar perwakilan
kelompok petani dan sebagian petani
sudah pernah mengikuti sosialisasi,

namun setelah itu belum ada tindak lanjut
apa pun. Perwakilan kelompok tani
tersebut kemudian menyampaikan hasil
sosialisasi kepada anggotanya. Sosialisasi
yang baru sekali ini, belum cukup
memberi pemahaman Kkepada petani
tentang aplikasi e-KPB dan fitur-fitur
layanan aplikasi e-KPB lainnya. Bahkan
membuatnya merasa bingung, karena
tidak ada lagi sosialisasi lanjutan.
Pernyataan belum pernah mendapat
sosialisasi aplikasi e-KPB, lebih sering

diperoleh  dari informasi  petani
perempuan. Ketidakhadiran petani
perempuan dalam sosialisasi

menyebabkan mereka belum memahami
program aplikasi e-KPB. Sosialisasi belum
sampai kepada petani, juga disebabkan
kesibukan petani di ladang yang
meminimalkan peluangnya memeroleh
informasi baru (ST petani perempuan,

Tanjung Bintang Lampung Selatan,
wawancara pada 22 Juni 2023).
Pada sosialisasi aplikasi e-KPB

tersebut, peran-peran PPL sangat penting.
Petani Kecamatan Pekalongan Lampung
Timur ET (wawancara pada 10 Juni 2023)
menegaskan informasi program, biasanya
diperoleh dari penyuluh. Selain PPL
memberikan informasi dan
pendampingan, PPL juga menunjukkan
makna program aplikasi e-KPB bagi
petani. PPL bertugas untuk memberikan
pengarahan, pembinaan, juga penyuluhan
di bidang pertanian. Namun, tugas PPL
yang kompleks tersebut tidak disertai
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dengan jumlah petugas PPL yang
memadai. Dampaknya, informasi
pertanian menjadi lambat tersampaikan
kepada petani. Koordinator Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) pada
wawancara 25 Agustus 2023 menyatakan
bahwa hambatan sosialisasi adalah
keterbatasan anggaran, sehingga
sosialisasi secara masal saat pertemuan
kelompok tani tidak maksimal.

DISKUSI

Teknologi dalam pembangunan
sektor pertanian memiliki kontribusi pada
pengembangan sektor ekonomi lainnya
sehingga berkontribusi terhadap produk
domestik bruto (PDB), dan peluang proses
transfer surplus tenaga kerja pertanian ke
sektor non pertanian (Muta’ali, L., 2019).
Kebenaran teoritis tersebut menjadi basis
gagasan aplikasi e-KPB. Aplikasi e-KPB,
sebuah teknologi yang mengintegrasikan
kebutuhan petani dalam satu genggaman
smartphone, agar mudah  dalam
memenuhi kebutuhan usaha taninya.
Pengakuan hak kepemilikan lahan dari
pemerintah dan bukti sewa menjadi
peluang memeroleh manfaat berupa
pengelolaan, pendapatan dan sejumlah
hak program bantuan dari pemerintah.

Mekanisme penerapan teknologi
digital aplikasi e-KPB melalui sosialisasi
dan pendampingan kepada sebagian
petani. Efektifitas sosialisasi tersebut
terhalang relasi antarfaktor lainnya, yaitu
pada kemampuan menggunakan aplikasi
e-KPB oleh induvidu petani. Tantangan
kondisi tenaga kerja petani pada sisi usia
adalah sebagian besar berusia lebih dari
40 tahun. Penggunaan teknologi oleh
petani masih rendah terutama pada
kelompok usia yang lebih tua, dan di
negara berkembang, dengan penggunaan
ponsel sederhana daripada penggunaan
smartphone (Kenny & Regan, 2021).

Bahkan, penelitian Setiani, S. Y. dkk.
(2021) menunjukkan bahwa jumlah
tenaga kerja usia muda dalam sektor
pertanian yang minim adalah karena
minat dan kepercayaan pada masa depan
sektor pertanian dianggap kurang
menjanjikan kesejahteraan.

Pada tingkat pendidikan yang
sebagian besar pada pendidikan dasar,
berkaitan dengan tantangan pada
kemampuan beradaptasi dengan cepat
pada teknologi baru. Hal itu ditunjukkan
dengan perilaku gagap teknologi, tidak
memiliki motivasi mengakses, mudah
lupa, dan menganggap teknologi ribet.
Penelitian Asasandi, I. G. A., dkk. (2025)
menyatakan bahwa beberapa aplikasi
pertanian dianggap kurang user-friendly
bagi petani, sehingga berdampak pada

kesenjangan  pemanfaatan teknologi
antarkelompok petani.
Selain itu, kondisi infrastruktur

akses internet dan listrik juga menjadi
keluhan petani dalam menggunakan

aplikasi e-KPB. Menurut penelitian
Veratiani, G. A. (2024) bahwa
pertumbuhan ekonomi digital belum

mendapat  kontribusi  dari  sektor
pertanian, karena akses jaringan internet
dan listrik terbatas, serta pendidikan
petaniyangrendah, sehingga mengurangi
daya guna teknologi tersebut (FAO,
2020 dalam Asasandj, . G. A., dkk., 2025).

Faktor kesiapan penggunaan
teknologi dan kondisi dasar tenaga kerja
tersebut berhadapan dengan tujuan upaya
peningkatan pengetahuan petani melalui
sosialisasi oleh  Tim  Percepatan
Implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB)
Provinsi Lampung. Namun belum
menjangkau pemahaman dan kesadaran
petani dan kelompok tani mengenai
manfaat aplikasi e-KPB bagi mereka.
Faktor kesiapan penggunaan teknologi,
kondisi dasar tenaga kerja dan upaya
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peningkatan pengetahuan petani sebagai
mekanisme struktural dalam penerapan
aplikasi e-KPB yang saling memiliki
relasional, sehingga justru menunjukkan
kelemahan otoritas kelompok tani dalam
program  digitalisasi = pembangunan
pertanian di Provinsi Lampung.

Penelitian Shodiq, dkk. (2019) dan
Dasli (2015) dalam penelitian Johan, D.,
dkk. (2022) bahwa karakteristik petani
atau ciri yang melekat pada petani
memengaruhi pemanfaatan digitalisasi
pertanian, dan menentukan pemahaman
petani terhadap informasi pertanian.
Karakteristik tersebut adalah usia, tingkat
pendidikan, pengalaman petani, status
kepemilikan lahan, luas lahan, dan jenis
kelamin. Maka, tantangan pemerintah
terhadap adopsi teknologi digital di
sektor pertanian adalah tingkat literasi
digital di kalangan petani masih rendah
sehingga menyulitkan adaptasi terhadap
teknologi baru (Azis, M., & Suryana, E. A,
2023).

Pada program aplikasi e-KPB ini,
petani perempuan kurang diikutsertakan
sosialisasi program tersebut, sehingga
minim informasi. Penelitian Handayani,
D.W. (2025) mengungkap bahwa petani
perempuan terhadap kepemilikan
sumberdaya pertanian memandang
bahwa kepemilikan aset lahan pertanian
adalah lebih baik pada laki-laki, baik dia
sebagai suami, maupun anak laki-laki.
Maka sebagian besar anggota kelompok
tani adalah laki-laki. Ada kesepakatan
pada pembelian lahan dari hasil bersama
suami istri, bahwa kepemilikan lahan atas
nama suami, yang tertera pada sertifikat
kepemilikan lahan tersebut.

Peneliti menemukan bahwa faktor
kemampuan penggunaan teknologi digital
aplikasi e-KPB dan kondisi di luar
induvidu petani adalah infrastruktur
jaringan internet dan suplai listrik yang

belum merata, berhadapan dengan basis
kondisi  ketenagakerjaan petani di
Lampung dari sisi usia dan pendidikan.
Faktor kemampuan penggunaan teknologi
dan ketenagakerjaan pertanian di
Lampung tersebut sebagai hal penting
yang menjadi pertimbangan dalam
mekanisme struktural. Aspek relasional
dari kedua faktor tersebut menjadi
penting, selain pengakuan akses hak
pemilikan dan upaya peningkatan
pengetahuan petani melalui sosialisasi,
bimbingan teknis dan pendampingan dari
satgas aplikasi e-KPB, maupun struktur
lama antara dinas pertanian, penyuluh
pertanian lapangan, kelompok tani dan
induvidu petani.

Sebagian besar petani Lampung
dalam beragam kondisi penerimaan
teknologi e-KPB, demi keberlangsungan
pertaniannya, meskipun membutuhkan
waktu lama dan proses yang menurut
mereka rumit, tetap beradaptasi dengan
aplikasi e-KPB. Pada praktiknya, kelompok
tani tetap mengajukan perencanaan
bantuan pupuk subsidi melalui pendataan
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK), dan ditambah lagi dengan
menggunakan aplikasi e-KPB.

Penggunaan aplikasi e-KPB tersebut
cenderung menyerahkan urusan akses
aplikasi e-KPB pada petugas penyuluh
lapangan (PPL), gabungan kelompok tani
(gapoktan), ketua kelompok tani, ataupun
menggunakan petugas admin khusus

sebagai  operator yang difasilitasi
kelompok tani ataupun gapoktan.
Partisipasi lembaga formal (misalnya,

asosiasi dan organisasi petani) dan afiliasi
layanan penyuluhan adalah penentu yang
paling kuat dari petani dalam mengadopsi
berbagai jenis inovasi (Kenny & Regan,
2021).

Pada teori akses yang diutarakan
Ribot & Peluso (2003) bahwa faktor
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mekanisme  akses  struktural dan
relasional dalam penelitian ini meliputi
kemampuan  penggunaan  teknologi,
ketenagakerjaan, dan pengetahuan adalah
saling terhubung dan beroperasi secara
paralel dengan mekanisme akses berbasis
hak. Tantangan dalam proses mekanisme
struktural dan relasional tersebut,
melibatkan respon tidak ada pilihan
terbaik bagi induvidu petani untuk
menuju memeroleh manfaat dari akses
berbasis hak yaitu sumber daya lahan
yang dimilikinya, selain perlahan
menerima dan beradaptasi dengan
program aplikasi e-KPB.

Ekspresi petani dalam relasi
antarfaktor yaitu faktor kemampuan
penggunaan teknologi, ketenagakerjaan
petani dan pengetahuan berupa anggapan
ribet, menambah beban administrasi, dan
tidak ada pilihan selain menerima
program. Ekspresi tersebut menunjukkan
persetujuan petani atas otoritas program
digitalisasi pembangunan  pertanian
aplikasi e-KPB yang lemah. Otoritas
pemerintah Provinsi Lampung atas
pelaksanaan program digitalisasi
pembangunan pertanian memeroleh
tantangan dari realitas kondisi petani di
Lampung.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Sumber daya yang dimiliki petani
adalah lahan pertanian berdasarkan hak
kepemilikan dan hak sewa, sehingga
berpeluang menjadi bagian dari anggota

kelompok tani. Maka, petani dan
kelompok tani menuju mekanisme
struktural dan relasional teknologi,

ketenagakerjaan petani, pengetahuan dan
otoritas demi memperoleh manfaat dari
lahan yang dimiliki.

Petani secara otomatis akan menjadi
anggota aplikasi e-KPB dengan hanya

registrasi aplikasi secara online, karena
sebelumnya menjadi anggota kelompok
tani dan terdata pada e-RDKK yang
diajukan oleh kelompok tani. Dengan
demikian pemerintah dapat mengklaim
bahwa sebagian besar petani Lampung
sudah tergabung dalam aplikasi e-KPB.

Mekanisme akses struktural dan
relasional pada aspek menggunakan
teknologi aplikasi e-KPB tidak disertai
kemampuan penggunaan karena dianggap
ribet, menambah beban administrasi,
serta infrastruktur jaringan internet dan
listrik yang terbatas. Aspek
ketenagakerjaan petani  dipengaruhi
tingkat pendidikan, usia, keterbatasan
informasi, dan keterampilan. Aspek
pengetahuan, bahwa upaya peningkatan
pengetahuan melalui sosialisasi,
bimbingan teknis dan pendampingan
berkaitan dengan faktor kemampuan
penggunaan teknologi dan kondisi
ketenagakerjaan petani di Lampung.

Keterbatasan informasi bagi
induvidu petani karena sosialisasi hanya
melibatkan perwakilan gapoktan dan
kelompok tani, serta belum melibatkan
kelompok wanita tani. Kondisi lainnya,
adalah faktor usia sudah lanjut, tingkat
pendidikan, perilaku gagap teknologi,
penerimaan terhadap teknologi dan
inovasi yang rendah seperti tidak memiliki
motivasi mengakses, menganggap
teknologi  ribet, menambah beban
pekerjaan, dan Kketerbatasan jaringan
internet.

Aplikasi e-KPB tanpa keterlibatan
persetujuan  petani  atas  otoritas
pemerintah dalam pengaturan dan
pengandalian teknologi yang mengontrol
petani, siapa yang mudah maupun sulit
dalam menggunakan teknologi untuk
mengakses kebutuhan (pupuk, benih,
modal, dan sebagainya), sehingga
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mencapai akses manfaat sumber daya
yaitu kesejahteraan.

Selanjutnya, kesenjangan digitalisasi
pembangunan pertanian di Lampung
dapat terjadi antara idealisme penerapan
aplikasi  e-KPB dengan otoritas
pemerintah tanpa penerimaan petani.
Kebijakan  pertanian yang  hanya
dirancang dan disetujui kelompok elit
pemerintah tertentu dan minim dalam
menyerap gagasan petani, maka induvidu
petani berada dalam level terendah pada
struktur kelompok, kelompok tani,
gapoktan, penyuluh dan seterusnya.
Dalam sosialisasi program ini, induvidu
petani tidak dilibatkan secara langsung
untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Struktur tersebut, bagi penerapan
program aplikasi e-KPB justru menjadi
tantangan bagi harapan petani dapat

memanfaatkan sumber daya lahan
pertaniannya.

Namun demikian, penggunaan
platform digital aplikasi e-KPB tetap

dipatuhi oleh petani, dengan berupaya
memahami ataupun mencari bantuan,
demi akses kebutuhan pupuk dan bantuan
modal. Keterbatasan kemampuan petani
mengakses teknologi platform digital
aplikasi e-KPB, karena pengetahuan,
keterampilan dan persetujuan atas
otoritas program minim.

Saran

Dalam teori akses, agar petani dapat
memperoleh manfaat pada program,
pertama, Pemerintah Provinsi Lampung
dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
menghadirkan persetujuan petani
terhadap otoritas pemerintah atas
kebijakan  digitalisasi pembangunan
pertanian. Tujuannya adalah pemerintah
memahami kebutuhan teknologi digital
yang tepat guna bagi petani. Teknologi

yang menyelaraskan kondisi beragam dari
petani yaitu usia, gender, keterampilan,

pengetahuan, pendidikan, dan
infrastruktur yang menunjang
pemanfaatan teknologi. Kedua,

memperkuat mekanisme struktural dalam
pertanian dengan memaksimalkan fungsi
penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta
peran gabungan kelompok  tani
(gapoktan) dan kelompok tani dalam
sosialisasi maupun pendampingan
program aplikasi e-KPB. Ketiga,
melakukan pembinaan pada petani muda
di Lampung mengenai literasi digital
pembangunan pertanian. Keempat,
meningkatkan minat anak muda untuk
memiliki keterkaitan menjadi petani masa
depan.
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